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INTISARI

Judul Skripsi adalah: Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Mengapa hakim menjatuhkan
putusan ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dalam Sengketa Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang? Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui alasan hakim
menjatuhkan putusan ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dalam sengketa penundaan
kewajiban pembayaran utang. sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
bersifat deskriptif. jenis penelitian adalah penelitian hukum “Normatif”. Variabel penelitian ini
adalah variabel bebas Variabel Terikat.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka .1.hakim menjatuhkan putusan
permohonan yang di kabulkan dalam sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang karena
a). Majelis hakim menerima proposal rencana perdamaian yang disepakati antara Debitor
dengan para kreditornya untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor,
dan tidak menemukan alasan- alasan untuk menolak Termohon PKPU Tidak Membayar Utang
Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih; b). Pertimbangan hakim, maka Pencabutan
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon
dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c).
karena syarat pengesahan perdamaian tidak terpenuhi, Debitor PKPU haruslah dinyatakan
pailit dengan segala akibat hukumnya. 2. Hakim menjatuhkan putusan permohonana menolak
dalam sengketa penundaan kewajiban membayar utang.;a). Karena unsur “utang” dari
persyaratan materiil Debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor dalam permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur yang lain
tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga permohonan Para Pemohon PKPU tersebut menjadi
tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, terhadap alat bukti lainnya sudah tidak relevan
lagi untuk dipertimbangkan, dan patut untuk dikesampingkan; b). permohonan Para pemohon
PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU a quo karena
hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU
kepada Termohon PKPU sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon PKPU tidak
memenuhi persyaratan formil. Saran : Kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam
sebuah perikatan agar dapat taat dan tunduk terhadap perikatan yang telah dibuatkan secara
bersama sehinga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kepada para hakim agar
dalam memeriksa perkara Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus lebih
menguatkan kecermatan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Kata kunci: Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
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